
 

 

 

 

 

BUPATI SLEMAN 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN BUPATI SLEMAN 

NOMOR 21.1 TAHUN 2014 

TENTANG 

BAGAN AKUN STANDAR  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SLEMAN,  

Menimbang:  a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu disusun 

Bagan Akun Standar; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Bagan Akun Standar; 

 

Mengingat:  1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 44); 

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

 



4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 

Akrual pada Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); 

 

 



MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BAGAN AKUN STANDAR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  

Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. 

3. Bupati adalah Bupati Sleman. 

4. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar 

kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara 

sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah.  

5. Transaksi adalah kejadian penting yang dapat mengubah keputusan 

pengguna laporan keuangan, dan oleh karenanya dicatat dan dilaporkan 

dalam laporan keuangan.  

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Sleman. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2   

(1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini untuk standarisasi kode 

dan klasifikasi transaksi keuangan. 

(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah:  

a. terciptanya transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan  

b. terciptanya akuntabilitas laporan keuangan daerah.  

 

 



BAB III 

BAGAN AKUN STANDAR 

Pasal 3 

(1) BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) merupakan pedoman 

bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang 

menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.  

(2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penganggaran 

dan pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku 

besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan 

keuangan.  

(3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:  

a. digit 1 (satu) menunjukkan kode akun;  

b. digit 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;  

c. digit 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;  

d. digit 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan  

e. digit 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.  

(4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:  

a. akun 1 (satu) menunjukkan aset;  

b. akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;  

c. akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;  

d. akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan;  

e. akun 5 (lima) menunjukkan belanja;  

f. akun 6 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;  

g. akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO; dan  

h. akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.  

(5) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

 

 

 

 



BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.  

 

 Ditetapkan di Sleman 

 Pada tanggal 31 Oktober 2014 

 BUPATI SLEMAN,  

  

 ttd 

 

 SRI PURNOMO 

Diundangkan di Sleman 

pada tanggal 31 Oktober 2014 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SLEMAN,  

 

ttd 

 

SUNARTONO  

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 14 SERI E 


